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The purpose of this study was to determine the implementation of the principles of good 
governance in the administration of governance in the Central Sulawesi Regional Financial and 
Asset Management Agency. The theory used is the principle of good governance proposed by 
Edralin and Whitaker (2007: 35) where there are nine indicators to measure the level of 
implementation of good governance in government, namely public participation, rule of law, 
transparency, caring for stakeholders, consensus oriented, fair, effectiveness and efficiency, 
accountability and strategic vision. This type of research is a Qualitative Descriptive which 
attempts to tell and interpret data that is pleasing to the facts, using a purposive method, data 
collection and discussion with a qualitative analysis approach to collecting data and materials 
through observation and interviews with a total of five informants. Based on the results of the study 
it was found that the implementation of the principles of good governance in the administration of 
government in the Central Sulawesi Regional Financial and Asset Management Agency in the 
indicators of the rule of law, consensus oriented, fair, effectiveness and efficiency, accountability, 
strategic vision had been running optimally. However, for indicators of transparency, concern for 
stakeholders, public participation has not been running optimally due to the lack of supporting 
facilities in order to create easy access for the public to be able to obtain various information 
needed from the office including budget management through certain media such as media online 
that is easy for the public to access either anywhere and anytime. 




Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) merupakan salah satu 
birokrasi atau lembaga pemerintahan yang 
membantu pemerintah daerah dalam 
menjalankan roda pemerintahan, BPKAD 
mempunyai tugas penting dalam 
pemerintahan yaitu menyelenggarakan 
kewenangan pemerintah daerah dalam rangka 
desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. Adapun peran BPKAD 
dalam menjalankan roda pemerintahan adalah 
pertama menyusun program di bidang belanja 
daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi 
serta pengelolaan aset daerah sesuai dengan 
rencana strategis pemerintah daerah, kedua 
perumusan kebijakan teknis di bidang belanja 
daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi 
serta pengolahan aset daerah sesuai dengan 
kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah, 
Ketiga perumusan kebijakan operasional di 
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
kepala daerah, keempat pelaksanaan 
pengelolaan belanja daerah, perbendaharaan 
daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset 
daerah berdasarkan peraturan perundang-
undaangan yang berlaku, kelima fasilitasi 
pengelolaan belanja daerah, perbendaharaan 
daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset 
daerah di lingkungan pemerintah daerah, 
keenam pemberdayaan aparatur dan menjalin 
hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang 
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pengelolaan belanja daerah, perbendaharaan 
daerah dan akuntansi serta pengelolaan asset 
daerah, dan ketujuh penyelenggaraan kegiatan 
ketatausahaan dinas. 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan 
pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga 
harus memaksimalkan pengelolaan aset 
daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukan 
merupakan perkara yang mudah, selama ini 
pengelolaan aset daerah kurang diperhatikan 
dengan baik, sehingga pengelolaan aset 
daerah belum bisa berjalan dengan optimal. 
Kurang optimalnya pengolahan data aset 
daerah dalam inventarisasi aset daerah dan 
masih terdapatnya tanah pemerintah daerah 
yang belum tersertifikasi. Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah harus dapat 
mengoptimalkan pengelolaan aset daerah 
sehingga dapat memberikan penerimaan bagi 
daerah yang dapat dipergunakan untuk 
pembangunan daerah. Berdasarkan laporan 
keuangan pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) maka pengelolaan 
keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah belum berjalan dengan baik atau 
optimal. 
Dari observasi awal yang dilakukan, 
peneliti menemukan adanya kekurangan dari 
beberapa prinsip untuk melaksanakan praktik 
good governance yang dilaksanakan oleh 
BPKAD Sulteng, seperti pada saat akan 
melakukan pelelangan kendaraan dinas purna 
bakti, pelelangan ini tidak di publikasikan 
secara luas kepada masyarakat, sehingga 
minimnya pengetahuan dan keterlibatan 
masyarakat dalam keikutsertaannya pada saat 
pelelangan aset kekayaan provinsi. Sedangkan 
dari kesembilan prinsip good governance 
yang di paparkan oleh Edralin dan Whitaker, 
partisipasi masyarakat merupakan hal yang 
utama dalam pembentukan good governance 
itu sendiri.  
Dari kasus yang terjadi tersebut 
peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak 
adanya partisipasi dan transparansi oleh 
BPKAD Sulteng terhadap masyarakat yang 
dimana kedua poin tersebut terdapat pada 
sembilan prinsip good governance yang 
dikemukakan oleh Edralin dan Whitaker. Dari 
uraian yang telah dipaparkan pada paragraf-
paragraf sebelumnya, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian di salah satu lembaga 
Pemerintah Sulawesi Tengah yaitu Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dengan judul “Prinsip Good Governance 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 




Jenis penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pemilihan informan dalam penelitian 
ini diperoleh dalam melakukan wawancara 
yang dilakukan terhadap pegawai kantor 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 
mengunakan teknik purposive.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Good Governance dalam Pemerintahan 
Fenomena pelayanan publik oleh 
birokrasi pemerintahan sarat dengan 
permasalahan, misalnya prosedur pelayanan 
yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan 
harga yang menyebabkan pelayanan menjadi 
sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. 
Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan 
kepada pemberi pelayanan dalam hal ini 
birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan 
alternatif untuk mendapatkan pelayanan 
melalui cara tertentu yaitu dengan 
memberikan biaya tambahan. Dalam 
pemberian pelayanan publik, disamping 
permasalahan diatas, juga tentang cara 
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pelayanan yang diterima oleh masyarakat 
yang sering melecehkan martabatnya sebagai 
warga Negara. Untuk lebih jelasnya, terkait 
dengan prinsip good governance dalam 
Penyelenggaraan pemerintahan di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan secara 
lebih spesifik sebagai berikut. 
Partisipasi Masyarakat  
Dalam proses pelaksanaan sistem 
pemerintahan yang maksimal maka 
diperlukan tata kelola pemerintahan yang 
baik, baik itu di pusat maupun daerah agar 
dapat bekerjasama dengan baik agar 
terselenggaranya tujuan yang diinginkan 
masyarakat, dan hal ini bukan tugas 
pemerintah pusat saja melainkan pemerintah 
yang dibawahnya dimulai dari pemerintah 
daerah dan itulah yang kita kenal sebagai 
implikasi otonomi daerah. Pemerintahan di 
daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua 
adalah pemerintahan yang dilakukan oleh 
perangkat-perangkat daerah, yang dipimpin 
oleh kepala daerah. Untuk lebih jelasnya, 
terkait dengan prinsip good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
indikator partisipasi masyarakat dijabarkan 
dalam hasil wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kami menyadari memang untukpartisipasi 
masyarakat sendiri masih kurang dalam 
rangka untuk menyempurnakan pelaksanaan 
good governance di kantor ini. Namun, kami 
sudah berupaya agar masyarakat dapat 
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 
pengabdian kami. Akan tetapi, dalam kondisi 
tersebut saya rasa beberapa informasi tidak 
sampai langsung kepada seluruh masyarakat 
misalnya untuk kegiatan pelelangan 
kendaraan dinas purna bakti” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dr. Rudi Dewanto, M.M., menyatakan 
bahwa: 
“Saya beranggapan bahwa memang betul, 
jika kami belum memberikan akses yang lebih 
luas kepada masyarakat untuk bisa 
berpartisipasi meskipun hanya dalam hal 
pemberian masukan agar kami bisa 
melaksanakan sistem pemerintahan 
khususnya di kantor kami sesuai dengan 
semangat good governance” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Pada saat kegiatan pelelangan kendaraan 
dinas purna bakti, kami sebenarnya telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk dapat 
menyampaikan kepada masyarakat agar bisa 
berkontribusi, namun ternyata hasilnya tidak 
sesuai dengan harapan kami. Ke depannya 
kami berharap agar bisa lebih menarik 
partisipasi masyarakat” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Belum maksimal Pak, kami berupaya untuk 
dapat mengimplementasikan good 
governance dengan baik. Namun, hanya itu 
yang dapat kami capai. Kami, berharap ke 
depannya dapat berlangsung dengan lebih 
maksimal terkait dengan partisipasi 
masyarakat” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa peran masyarakat melalui partipasi 
terhadap terciptanya good governance di 
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 
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Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum 
berjalan dengan maksimal. Hal tersebut 
disebabkan oleh kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam rangka untuk berkontribusi 
terhadap beberapa kegiatan yang 
diselenggarakan oleh kantor tersebut seperti 
pelaksanaan kegiatan lelang kendaraan dinas 
purna bakti.  
 
Aturan Hukum 
Untuk mencpai terciptanya good 
governance di suatu pemerintahanan, maka 
pemerintah perlu menetapkan pelaksanaan 
aturan hukum yang maksimal seperti halnya 
peraturan mengenai kerangka aturan hukum 
dan perundang-undangan yang harus 
berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara 
utuh di mana dalam sistem negara moderen 
yang berlandaskan pada supremasi hukum 
dan konsitusi, Negara, pasar, dan masyarakat 
madani, harus berada dalam posisi yang 
seimbang, dan berada dalam hubungan 
sinergis dan secara fungsional saling 
menunjang. Masyarakat secara mudah dapat 
menentukan apakah akan memberikan 
dukungan kepada pemerintah, atau 
sebaliknya, kritikan dan protes yang 
dilakukan agar pemerintah lebih berpihak 
kepada kepentingan publik. Untuk lebih 
jelasnya, terkait dengan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah berdasarkan indikator aturan hukum 
dijabarkan dalam hasil wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kalau untuk aturan hukum, saya rasa kami 
sudah menjalankan sesuai dengan ketetapan 
dan aturan yang telah barlaku ya. Jadi, saya 
anggap untuk hal ini sudah tidak ada 
masalah” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Kurang lebih saya anggap sudah berjalan 
sesuai dengan aturan yang berlaku Pak. 
Pencapaian kami juga sudah sesuai kalau 
mau diukur dengan dasar mengenai aturan 
hukum” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Untuk aturan hukum kami anggap tidak ada 
masalah Pak. Sesuai dengan apa tupoksi 
kerja kami sudah kami jalankan dengan 
sesuai. Tidak ada kendala untuk aturan 
hukum dalam tatalaksana kerja kami Pak” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa Badan Pengelolaakn Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
berdasarkan indikator aturan hukum terkait 
dengan pelaksanaan good governance telah 
berjalan dengan maksimal mengingat kinerja 
berdasarkan hasil laporan kinerja tahunan 
kantor tersebut menunjukkan adanya 
maksimalisasi terhadap pelaksanaan tupoksi 
kerja yang sesuai dengan aturan yang telah 
diberlakukan.   
 
Transparansi  
Transparansi berarti keterbukaan 
pemerintah dalam memberikan informasi 
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 
seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan informasi. Pemerintah 
berkewajiban memberikan informasi 
keuangan dan informasi lainya yang akan 
digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan 
horizontal accountability antara pemerintah 
daerah dengan masyarakat sehingga tercipta 
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pemerintahan daerah yang bersih, efektif, 
efisien, akuntabel dan responsive terhadap 
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk 
lebih jelasnya, terkait dengan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah berdasarkan indikator transparansi 
dijabarkan dalam hasil wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Terkait dengan transparansi, kami sudah 
mencoba untuk membuka berbagai akses 
yang kami miliki dalam rangka terciptanya 
kemudahan bagi masyarakat agar dapat 
mengakses informasi mengenai bagaimana 
pengelolaan pelaksanaan kegiatan khususnya 
anggaran sehingga publik dapat mengetahui. 
Namun, kami menyadari bahwa kurangnya 
ketersediaan informasi bagi masyarakat 
dalam hal ini online information 
menyebabkan kami menjadi terbatas juga 
dalam menyampaikan informasi” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dr. Rudi Dewanto, M.M., menyatakan 
bahwa: 
“Seperti yang disampaikan bahwa kami 
sudah berupaya untuk mengaplikasikan 
sistem transparansi yang maksmimal. Namun, 
kendala kami berada pada sistem publikasi 
yang masih cenderung konvensional masih 
bersifat offline menyebabkan masyarakat 
kurang dapat mengakses berbagai macam 
informasi” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Demikian Pak, saya hanya mencoba untuk 
menyambung bahwa memang perlu ada 
upaya lebih agar transparnsi ini bisa lebih 
maksimal untuk diterapkan kepada 
masyarakat seperti siapapun bisa mengakses 
berbagai macam informasi” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
ditemukan bahwa indikator transparansi 
dalam rangka implementasi pelaksanaan 
sistem pemerintahan yang berbasis good 
governance di Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah belum berjalan dengan maksimal. Hal 
tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas 
yang mendukung dalam rangka terciptanya 
akses yang mudah bagi masyarakat untuk bisa 
mendapatkan berbagai informasi yang 
dibutuhkan dari kantor tersebut termasuk di 
dalamnya pengelolaan anggaran melalui 
media tertentu seperti media online yang 
mudah untuk diakses masyarakat baik di 
manapun dan kapanpun.  
 
Peduli pada Stakeholder 
Prinsip ini lebih difokuskan pada 
pemerintah. Artinya pemerintah dan lembaga 
teknis yang dimiliki harus berusaha untuk 
mengedepankan kepentingan masyarakat dan 
stakeholder lainnya dalam kapastitas ia 
sebagai pelayan publik. Lembaga-lembaga 
dan seluruh proses pemerintahan harus 
berusaha melayani semua pihak yang 
berkepentingan. Untuk lebih jelasnya, terkait 
dengan prinsip good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
indikator peduli pada stakeholder dijabarkan 
dalam hasil wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Nah untuk permasalahan ini, demikian 
halnya dengan partisipasi masyarakat kami 
rasa juga belum maksimal. Sejalan dengan 
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upaya peningkatan transparansi yang kami 
upayakan berjalan lebih baik juga akan 
memberikan pengaruh kepada peningkatan 
partisipasi masyarakat dan staekholder” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Saya juga menganggap bahwa pelaksanaan 
kehadiran stakeholder dan juga masyarakat 
belum berjalan dengan maksimal, sehingga 
perlu adanya upaya lebih lanjut dalam proses 
peningkatan partisipasi dari mereka Pak” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Tanggapan saya juga kurang lebih sama 
Pak, karena saya menganggap bahwa hingga 
hari ini partisipasi masyarakat dan 
stakeholder belum banyak memberikan 
partisipasi. Padahal hal tersebut sangat perlu 
untuk diwujudkan” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa dalam indikator kepedulian terhadap 
stakeholder sebagai upaya untuk 
melaksanakan pemerintahan yang berbasis 
good governance di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Tengah 
belum berjalan dengan maksimal. Hal 
tersebut disebabkan oleh tingkat pencapaian 
transparansi kami yang belum 
terimplementasikan sesuai dengan ketentuan 
yang diberlakukan di mana dapat diakses 
secara umum memberikan dampak secara 
langsung terhadap koordinasi berupa 
partisipasi dari masyarakat serta stakeholder 
yang belum berjalan dengan maksimal.  
 
Berorientasi Konsensus 
Tata pemerintahan yang baik 
menjembatani kepentingan-kepentingan yang 
berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 
menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi 
kelompok-kelompok masyarakat, dan bila 
mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur. Ini terkait 
dengam konsistensi penyelenggaraan 
pemerintahan sesuai dengan konsesus. Untuk 
lebih jelasnya, terkait dengan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah berdasarkan indikator beorientasi 
konsensus dijabarkan dalam hasil wawancara 
berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kalau untuk permasalahan ini saya anggap 
kami sudah berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Dalam hal ini adalah terkait 
dengan tugas dan tanggung jawab institusi 
kami yang telah diberikan berdasarkan 
dengan apa yang kita laksanakan” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Kami melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab kami di mana pekerjaan yang kami 
lakukan sesuai dengan apa yang diberikan. 
Jadi, kami rasa sudah sesuai Pak” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Untuk indikator ini, saya rasa kami sudah 
menjalankan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Tupoksi kami telah diberikan dan 
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kami menjalankannya sesuai dengan apa 
yang telah ditetapkan” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Seperti yang disampaikan oleh beberapa 
pimpinan saya, ya saya juga mengatakan 
kami telah berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Dalam hal ini adalah terkait 
dengan tugas dan tanggung jawab institusi 
kami yang telah diberikan berdasarkan 
dengan apa yang kita laksanakan” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa berdasarkan indikator berorientasi 
konsensus telah berjalan dengan maksimal 
dalam rangka implementasi kepemerintahan 
berbasis good governance.  
 
Berkeadilan 
Pembangunan di negara-negara maju, 
konsep good governance sebagai dasar dari 
bagaimana pemerintahan dilaksanakan 
pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip 
akuntabilitas, rule of law, keadilan, 
transparansi dan prinsip-prinsip yang lain 
demi menjaga amanah. Pemaknaan keadilan, 
secara sederhana yaitu memberikan sesuatu 
sesuai dengan porsinya masing-masing, atau 
memperlakukan hal yang sama kepada 
sesuatu yang sama dan sebaliknya, 
memperlakukan hal yang berbeda kepada 
sesuatu yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, 
terkait dengan prinsip good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
indikator berkeadilan dijabarkan dalam hasil 
wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kalau berdasarkan dari sisi keadilan, kami 
sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab 
kami khususnya pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan adil dan sama sekali tidak 
pernah membandingkan baik dengan jenis 
kelamin, status ekonomi, dan hal-hal lainnya” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Demikian halnya Pak, untuk indikator 
berkeadilan sudah sewajarnya bagi kami 
untuk bersikap netral terhadap apapun tanpa 
memandang status apapun yang melekat 
kepada seseorang maupun kelompok tertentu 
ketika kami melaksanakan tugas” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Untuk indikator keadilan, saya 
menyampaikan dan meyakini bahwa telah 
terlaksana dengan maksimal karena kami 
menjalankan tugas tanpa pernah memilah 
dan memandang adanya perbedaan baik 
dalam bentuk apapun” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
untuk indikator berkeadilan dalam rangka 
pelaksanaan pemerintahan yang berbasis good 
governance telah berjalan dengan maksimal. 
Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggungjawab pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dijalankan dengan 
mengedepankan semangat keadilan dan tidak 
melakukan tindakan apapun yang bersifat 
diskriminatif baik dari segi jenis kelamin, 
status ekonomi, dan beberapa hal lainnya. 
Kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dibangun dengan komitmen bersama 
akan menghasilkan suatu kebijakan yang 
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mencerminkan moralitas kerja-sama, 
moralitas rakyat. Perilaku penyelenggara 
pelayanan publik dan masyarakat penggunan 
pelayanan publik akan tunduk pada prinsip-
prinsip dan kebijakan yang telah disepakati.  
 
Efektifitas dan Efisiensi 
Pentingnya efektivitas organisasi dalam 
pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan 
efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu 
organisasi. Istilah efektivitas itu sendiri sangat 
bervariatif dimana penjelasannya dapat 
menyangkut berbagai dimensi yang 
memusatkan perhatian kepada berbagai 
kriteria evaluasi. Selanjutnya pengukurannya 
relatif beraneka ragam dimana kriteria yang 
berbeda dilakukan secara serempak. Untuk 
lebih jelasnya, terkait dengan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah berdasarkan indikator efektivitas dan 
efisiensi dijabarkan dalam hasil wawancara 
berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kalau pelaksanaan pelayanan di kantor 
kami sudah kami jalankan dengan seefektif 
serta seefisien mungkin ya, karena untuk 
menghindari adanya tindakan pelayanan 
yang tidak maksimal” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Pastinya, kami telah berhasil menghasilkan 
beberapa pekerjaan khususnya pada bagian 
pelayanan yang bersifat terlalu berbelit-belit 
agar dapat menjadi semakin efektif dan 
efisien” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Sepatutnya, kita telah berupaya semaksimal 
mungkin dalam rangka untuk menciptakan 
model pelayanan yang tidak memakan waktu 
lama agar dapat berlaku hal yang efektif dan 
efisien” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Untuk pelayanan sesuai dengan arahan 
pimpinan pada kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah kami harus mengikis segala bentuk 
pelayanan yang dianggap tidak efektif dan 
efisien” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa berdasarkan indikator efektivitas dan 
efisiensi terhadap pemberlakuan sistem 
pemerintahan yang berbasis good governance 
telah berjalan dengan maksimal. 
 
Akuntabilitas 
Akuntabilitas menjadi kunci dari good 
governance di mana akuntabilitas juga 
menjadi salah satu unsur pokok dalam 
mewujudkan good governance. Akuntabilitas 
juga telah menjadi topik yang menarik bagi 
pemerintahan, karena akuntabilitas telah 
berkembang dari sifat tradisional menjadi 
beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas 
administrasi, akuntabilitas politik, dan 
akuntabilitas sosial. Untuk lebih jelasnya, 
terkait dengan prinsip good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
indikator akuntabilitas dijabarkan dalam hasil 
wawancara berikut ini. 
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Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Iya Pak, untuk permasalahan akuntabilitas 
kami juga sudah melaksanakannya dengan 
maksimal. Dibuktikan dengan laporan 
tahunan kami untuk Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah yang dianggap telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dr. Rudi Dewanto, M.M., menyatakan 
bahwa: 
“Untuk hal ini, saya juga menyimpulkan 
sama dengan apa yang disampaikan oleh 
pimpinan kami Pak bahwa sudah 
melaksanakannya dengan maksimal. 
Dibuktikan dengan laporan tahunan kami 
untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Dalam rangka pelaksanaan good 
governance maka salah satunya adalah 
pertanggung jawaban yang baik, maka kami 
telah berhasil memenuhi persyaratan tersebut 
Pak melalui laporan tahunan seperti LAKIP 
Tahun 2018 di mana laporan kami telah 
sesuai dengan aturan yang berlaku” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Sama halnya dengan penyampaian dari 
rekan sekalian, saya juga menyampaikan 
bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
melaksanakannya dengan maksimal. 
Dibuktikan dengan laporan tahunan kami 
untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Kami telah mengaplikasikan akuntabilitas 
dengan maksimal Pak, melalui laporan 
tahunan seperti LAKIP Tahun 2018 di mana 
laporan kami telah sesuai dengan aturan 
yang berlaku” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa berdasarkan indikator akuntabilitas 
untuk mengimplementasikan good 
governance di Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
telah berjalan dengan maksimal.  
 
Visi Strategis 
Para pemimpin dan masyarakat 
memiliki persfektif yang luas dan jangka 
panjang tentang penyelenggaraan pemerintah 
yang baik dan pembangunan manusia, 
bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan 
untuk pembangunan tersebut. Untuk lebih 
jelasnya, terkait dengan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah berdasarkan indikator visi strategis 
dijabarkan dalam hasil wawancara berikut ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. 
Aswin Saudo, M.Si., menyatakan bahwa: 
“Kami memiliki rencana baik jangka panjang 
dan jangka pendek yang telah kami susun 
sesuai dengan rujukan dalam peraturan yang 
telah dibuat dalam lingkup Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 
komitmen berupa sinergi dan berdaya saing 
maju ke depannya” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dr. Rudi Dewanto, M.M., menyatakan 
bahwa: 
“Demikian sesuai dengan penyamapaian 
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya 
juga ingin menyampaikan bahwa secara 
bersama kami telah menyusun rencana baik 
jangka panjang dan jangka pendek yang telah 
kami susun sesuai dengan rujukan dalam 
peraturan yang telah dibuat dalam lingkup 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Aset, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hemdra, S.Sos., M.Si., menyatakan 
bahwa: 
“Rencana sudah tersusun Pak, karena pasti 
kami juga memiliki target tertentu di mana 
untuk mendukung terciptanya sistem 
pemerintahan yang berlandaskan good 
governance khususnya untuk Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan 
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mohammad Yusuf, S.Sos., menyatakan 
bahwa: 
“Iye Pak, untuk rencana yang merupakan 
bagian dari visi strategis kami telah kami 
susun sesuai dengan kebutuhan demi 
terciptanya pelaksanaan sistem pemerintahan 
yang menunjang” 
Hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 25 September 2019 dengan Kepala 
Sub Bidang Penatausahaan Aset, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Nisma Badjeber, 
S.E., M.M., menyatakan bahwa: 
“Untuk menjalankan roda pemerintahan yang 
berdasarkan kepada semangat good 
governance maksimal khususnya pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah maka kami telah 
menyusun visi strategis yang termuat dalam 
capaian dan target kerja ke depannya agar 
dapat menjadikan hasil yang maksimal” 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa untuk indikator visi strategis 
berdasarkan upaya untuk menciptakan 
semangat pemerintahan berlandaskan good 
governance di Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
telah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut 
disebabkan adanya penyusunan rencana baik 
jangka panjang dan jangka pendek sesuai 
dengan rujukan dalam peraturan yang telah 
dibuat dalam lingkup Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah sesuai dengan mandat dalam 
visi strategis.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dalam penelitian ini, maka kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut prinsip 
good governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah pada Indikator partisipasi, 
transparansi, kepedulian belum berjalan 
dengan maksimal. Namun, untuk indikator 
aturan hukum, berorientasi konsensus, 
berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, 
akuntabilitas, visi strategis telah berjalan 
dengan maksimal. 




Berdasarkan kesimpulan dalam 
penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini 
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu 
meningkatkan upaya pada tingkat partisipasi 
masyarakat, transparansi, dan kepedulian 
terhadap stakeholder dalam rangka untuk 
mencapai pelaksanaan sistem pemerintahan 
yang berbasis good governance secara 
maksimal.  
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